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Pafuhi Putusan MK

RUU Pengelolaan Zakat
Masuk Prolegnas DPR

Mahkamah Konstitusi (MK) mengamanatkan Revisi
Undang-Undang (RUU) Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat dituntaskan dalam 2 tahun sejak
putusan dibacakan pada 28 Agustus 2025. Senayan
mendukung Putusan MK Nomor 54/PUU-XXI11/2025 itu.

ANGGOTA Komisi VIIT DPR
Hidayat Nur Wahid mengatakan,
revisi UU Zakat sudah masuk ke
dalam Program Lepislasi Nasi

onal (Prolegnas) DPR periode
20242029, Dengan hadimya Pu

tusan MK, miaka rencana revisi
ULJ Pengelolaan Zakat vang saat
ini sudih ada di Badan Legislasi
{Baleg) bisa segera dilakukan.

"Seehingga RUU ini bisa masuk
ke dalam Prolegnas privritas DFR
tahun 2026, harap HNW sapaan
akrabmya, Selasa (2/92025).

Diketaabuii, ME menolak permo
honan pengujian UL Nomor 23
Tahun 2011 tentang Pengelolaan
Zakat dalam Perkara 97/PUU
XXI1/2024. dan juga menolak
permohonan yang diajukan dalam
Perkara 54/PUL XXIII2025. MK
menyatakan, permohonan para
pemotion vaitu, Yayasan Domped
Dhuala Republika. Forum Zakat,
ddan Aril Rahmasdi Harvono tidak
beralasan menurut hukum.

MK menegaskan, Baznas
bukan lembaga superbody se
bagaimana didalilkan para pe
muohon, melainkan bagian dari

sistem pengelolaan zakal nasio
nal yang terintegrasi dengan
LAZ (Lembaga Amil Zakat) dan
Pemerintah.

Selain itu, MK memerintah
kan DPR bersama Pemerintah
untuk melakukan revisi UU
Pengelolaan Zakat paling lam
batl dalam waktu dua tabun sejak
pulusan dibacakan pada Kamis
(28/8/2025). Tujuannya untuk
memperkual tata kelola zakat
di Indonesia.

Komisi VIII DPR, lanjul
HNW, mengajak peran serta
masyarakal terutama seluruh
pihak vang peduli dan pegial
zakat untuk memberikan masu
kan dalam revisi UU Penge
lolaan Zakat. Sehingga, hasil
revisi nantinya benar benar
bisa menghadirkan dan secara
maksimal dalam pengumpulan
dan distribusi zakat.

“Apar tata kelola zakat di
Indonesia berkontribusi maksi
mal dalam mengalasi masalah
kemiskinan, kesehatan, kese

Jjahteraan dan kualitas Sumber

Daya Manusia (SDM) umat,”

—

Hidayat Nur Wahid
harap politikus senior PES ini.

Dia menjelaskan, Pasal §
ULl Pengelolaan Zakat menye
butkan, tugas pengelolaan za
kal secara nasional diberikan
kewenangammya kepada Badan
Amil Zakat Nasional (Baznas).

Dalam menjalankan [ungsinya,
Baznas tingkat pusat. Provinsi,
maupun kabupatenkota, dapat
membentuk Unit Pengelola
Zakat (UPZ). Peran serla ma
syarakal juga perlu diskomodir
melalui pembentukan LAZ vang
perizinannya dikeluarkan oleh
Kementerian Agama (Kemenag).

HNW bilang. seharusnya
lerjadi sinergi vang meningkat
kan kepercavaan di kalangan

umal, baik para muzakki (pem
hayar zakat) maupun mustahig
[penerima rakat). Harapannya,
pengumpulan zakat nasional
bisa terus mengalami peningka
tan, din dampaknya akan makin
terasa di tingkat masyarakat.

“Alhamdulillah; selama ini
selalu ada peningkatan pengum
pulan zakat di Indonesia setiap
tahunnya,” unghap dia.

Wkl Ketua MPR ini mencon
tohkan, pada tahun 2019 penghim
punan zakat sekitar Rp 10 triliun,
patla tahun 2023 ini ditargetkan
lebih dari Rp a01riliun. Berdasar
kan perhitungan Baznas, potensi
zbat nasional ditaksir mencapai
Rp 327 Triliun sefiap tahun.

“Masih terdapal kesenjangan
sehitar Rp 277 triliun,” sebut dia.

HNW berharap. Putusan ME
Nomor 34/PUUXXIIL2025
bisa menjadi momentum un
tuk menghadirkan penguatan
UU Pengelolaan Zakat dalam
rangka optimalisasi pengumpu
lan dan maksimalisasi manfaat
dan maslihat zakal untuk umat.

"Bukan justru menjadi mun
dur dengan menimbulkan disin
teprasi tata kelola zakal nasio
nal," kata dia.

Kelua Baznas Noor Achmad
menghormati dan menyambut
haik putusan MK yang menolak
permohonan uji materiil Un

dang Undang Nomor 23 Tahun
201 Hentang Pengelolaan Zakal.

Putusin ini menegaskan kem
biali kedudukan undang undang
tersebut sebapai landasan hu
kum yang sah bagi pengelolaan
zakat di Indonesia.

"Sekaligus memberi arah un
tuk perbaikan melalui revisi un
dung undang agar lebih adaptif,
akuntabel. dan berkeadilan,”
ujar Noor dalam keterangannya,
Selasa (2/9/2025).

Noor memandang MK juga
mendorong penerapan prinsip
good amil governance sebagai
pedoman tata kelola bagi selurub
lembaga pengelola zakat agar
tetap profesional, kredibe] dan ber
orientasi peda kemaslahatan urmat.

"Kami siap berkontribusi
aktif dalam proses revisi un
dang- undang, dengan tetap
berlandaskan prinsip good za
kal governance dan sermnangat
kolaborasi demi tercapainya
kesejahteraan masyarakat me
lalui zakat,” tutur Noor.

Dengan adanya putusan MK
ini. Noor mengajak seluruh ma
syarakat, muzaki. mustzhik dan
lembaga pengelola zakal uniuk
bersama sama menjaga keper
ciyaan publik. Memperkuat
peran zakat sebagai instrumen
pemberdayaan umat dan pe
ngentasan kemiskinan. s TF
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